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Abstrak 

 

Keadilan restoratif sangat berkepentingan dengan membangun kembali hubungan 

setelah suatu kejahatan terjadi, daripada memperburuk keretakan antara pelaku, 

korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern 

saat ini. Keadilan restoratif adalah reaksi “berpusat pada korban” terhadap 

kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan perwakilan 

masyarakat memperhatikan kerugian yang diakibatkan dari terjadinya tindak 

pidana. Fokusnya adalah pada reparasi, pemulihan kerusakan, kerugian yang 

diderita oleh kejahatan dan memulai dan memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk 

menggantikan dan menjauhi keputusan siapa yang menang atau kalah melalui 

sistem adversarial (permusuhan). Keadilan restoratif berupaya memfasilitasi 

dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau terkena dampak kejahatan, 

termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. 

Kata Kunci : Keadilan, Keadilan Restoratif 
 

Abstract 

Restorative justice is very concerned with rebuilding relationships after a crime 

has occurred, rather than exacerbating the rift between perpetrators, victims and 

society which is the character of today's modern criminal justice system. 

Restorative justice is a "victim-centered" reaction to crime that allows victims, 

perpetrators, families and representatives of the community to pay attention to the 

losses resulting from the occurrence of criminal acts. The focus is on reparations, 

restoration of damage, losses suffered by crimes and initiating and facilitating 

peace. This is to replace and stay away from decisions on who win or lose 

through the adversarial system (hostility). Restorative justice seeks to facilitate 

dialogue between the various parties involved or affected by crime, including 

victims, perpetrators, families and society as a whole. 
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 Indonesia merupakan negara 

hukum sebagaimana tercantum 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi 

“Negara Indonesia adalah negara 

hukum“. Hukum Pidana adalah salah 

satu hukum yang ada di negara 

Indonesia, pengaturan terdapat dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana sebagai salah satu hukum 

positif. Hukum pidana mempunyai 

tujuan umum, yaitu mengatur hidup 

masyarakat dan meyelenggarakan 

tata tertib dalam masyarakat. Tujuan 

hukum pidana khusus adalah untuk 

melindungi kepentingan hukum 

terhadap perbuatan yang yang 

dilarang oleh hukum itu sendiri 

(rechtguterschutz) dengan sanksi 

yang berupa pidana yang sifatnya 

lebih tajam jika dibandingkan dengan 

sanksi yang terdapat pada cabang 

hukum lainnya.  

Sanksi pidana itu dikatakan 

sebagai “mengiris dagingnya sendiri” 

atau sebagai “pedang bermata dua”, 

yang bermakna bahwa hukum pidana 

bertujuan untuk melindungi 

kepentingan-kepentingan hukum 

(misalnya: nyawa, harta benda, 

kemerdekaan, kehormatan). Jika 

terjadi pelanggaran terhadap 

larangan dan perintahnya justru 

mengenakan perlukaan (menyakiti) 

kepentingan (benda) hukum si 

pelanggar. Hukum pidana itu 

memberi aturan-aturan untuk 

menanggulangi perbuatan jahat. 

Penegakan hukum melalui 

sistem peradilan pidana saat ini 

mendapat sorotan tajam dari berbagai 

pihak, bahkan dunia internasional 

menilai lembaga pengadilan 

Indonesia sangat buruk, terutama 

yang dilakukan oleh elemen-elemen 

penegak hukum mulai dari polisi, 

jaksa, hakim sampai para petugas 

lembaga pemasyarakatan (LP). 

Penegakan hukum melalui sistem 

peradilan pidana saat ini masih 

didominasi oleh cara berpikir 

legisme, cara penegakan hukum 

(pidana) yang hanya bersandarkan 

kepada peraturan perundang-

undangan semata. Hukum pidana 

merupakan hukum yang digunakan 

sebagai “senjata terakhir”, yang 

sebenarnya harus hati-hati dalam 

menggunakannya. Karena di 

dalamnya memuat sanksi yang berat 

bagi pelaku tindak pidana.  
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Hukum pidana tidak semata-

mata merupakan hukum yang 

diinginkan rakyat untuk mengatur 

mereka. Hukum yang berpihak pada 

rakyat, yang memperhatikan keadilan 

sosial, yang mencerminkan 

perlindungan hak asasi manusia, 

seperti tercantum dalam konstitusi 

Undang-Undang Dasar 1945. Hukum 

bukan hanya merupakan pedoman 

berperilaku bagi rakyat, tetapi juga 

bagi para pejabat pemerintahan dan 

seluruh penyelenggara kenegaraan. 

Asas ultimum remedium 

diperlukan untuk mempertimbangkan 

penggunaan sanksi lain sebelum 

sanksi pidana yang keras dan tajam 

dijatuhkan, apabila fungsi hukum 

lainnya dirasa kurang memberikan 

keadilan bagi korban maka barulah 

hukum pidana dipergunakan. 

Pentingnya mempertimbangkan 

berbagai faktor untuk melakukan 

kriminalisasi agar tetap menjaga asas 

ultimum remedium dan tidak terjadi 

over criminalization antara lain :
1
 

                                                           
1
 Yenti Garnasih. Artikel hukum 

“Ultimum Remedium”, oleh LBH PERS, 

Hal. 4 

1. Jangan menggunakan 

hukum pidana dengan 

cara emosional;  

2. Jangan menggunakan 

hukum pidana untuk 

memidana perbuatan 

yang tidak jelas korban 

atau kerugiannya;  

3. Jangan menggunakan 

hukum pidana, apabila 

kerugian yang 

ditimbulkan dengan 

pemidanaan akan lebih 

besar daripada kerugian 

oleh tindak pidana yang 

akan dirumuskan;  

4. Jangan menggunakan 

hukum pidana apabila 

tidak didukung oleh 

masyarakat secara kuat;  

5. Jangan menggunakan 

hukum pidana apabila 

penggunaannya 

diperkirakan tidak akan 

efektif;  

6. Hukum pidana dalam 

hal-hal tertentu harus 

mempertimbangkan 

secara khusus skala 

prioritas kepentingan 

pengaturan;  
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7. Hukum pidana sebagai 

sarana represif harus 

didayagunakan secara 

serentak dengan sarana 

pencegahan. 

Penanggulangan kejahatan dengan 

menggunakan (hukum) pidana 

merupakan cara yang paling tua, 

setua peradaban manusia itu sendiri. 

Adapula yang menyebutnya sebagai 

“older philosophy of crime control”. 

Dilihat sebagai suatu masalah 

kebijakan, ada yang 

mempermasalahkan apakah perlu 

kejahatan itu ditanggulangi, dicegah 

atau dikendalikan, dengan 

menggunakan sanksi pidana. Hukum 

pidana sebagai ultimum remedium 

hendaknya bukan hanya sebagai teori 

yang wajib diketahui oleh aparat 

penegak hukum saja, pada 

khususnya, namun juga sudah 

semestinya dapat menjadi 

pemahaman mengenai maksud dari 

asas tersebut serta implementasinya 

dalam kehidupan nyata. 

Konsep pendekatan 

restorative justice merupakan suatu 

pendekatan yang menitik beratkan 

pada kondisi terciptanya keadilan 

dan keseimbangan bagi pelaku tindak 

pidana serta korbannya sendiri. 

Mekanisme tata cara dan peradilan 

pidana yang berfokus pada 

pemidanaan diubah menjadi proses 

dialog dan mediasi untuk 

menciptakan kesepakatan atas 

penyelesaian perkara pidana yang 

lebih adil dan seimbang bagi pihak 

korban dan pelaku. restorative 

justice itu sendiri memiliki makna 

keadilan yang merestorasi, adapun 

restorasi disini memiliki makna yang 

lebih luas dari apa yang dikenal 

dalam proses peradilan pidana 

konvensional adanya restitusi atau 

ganti rugi terhadap korban. 

Konsep restorative justice 

meliputi pemulihan hubungan antara 

pihak korban dan pelaku. Pemulihan 

hubungan ini bisa didasarkan atas 

kesepakatan bersama antara korban 

dan pelaku. Pihak korban dapat 

menyampaikan mengenai kerugian 

yang dideritanya dan pelakupun 

diberi kesempatan untuk 

menebusnya, melalui mekanisme 

ganti rugi perdamaian, kerja sosial, 

maupun kesepakatan-kesepakatan 

lainnya. Restorative Justice 

merupakan reaksi terhadap teori 

retributif yang berorientasi pada 
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pembalasan dan teori neo klasik yang 

berorientasi pada kesetaraan sanksi 

pidana dan sanksi tindakan.  

Teori retributif, sanksi pidana 

bersumber padea ide “mengapa 

diadakan pemidanaan”. Dalam hal 

ini sanksi pidana lebih menekankan 

pada unsur pembalasan 

(pengimbalan) yang sesungguhnya 

bersifat reaktif terhadap sesuatu 

perbuatan. Ia merupakan penderitaan 

yang sengaja dibebankan kepada 

seorang pelanggar, atau seperti 

dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa 

sanksi pidana dititikberatkan pada 

pidana yang diterapkan untuk 

kejahatan yang dilakukan. Sementara 

sanksi tindakan bersumber pada ide 

“untuk apa diadakan pemidanaan 

itu”. Jika dalam teori retributif sanksi 

pidana tertuju pada perbuatan salah 

seorang lewat pengenaan penderitaan 

(agar yang bersangkutan menjadi 

jera), maka sanksi tindakan terarah 

pada upaya memberi pertolongan 

agar dia berubah.
2
 Sanksi tindakan 

bertujuan lebih bersifat mendidik dan 

                                                           
2
 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan 

Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke 

Reformasi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 

1986), hal. 53. 

berorientasi pada perlindungan 

masyarakat. 

Retributive Justice oleh 

banyak orang dilihat sebagai “a 

philosophy, a process, an idea, a 

theory and intervention”.
3
 

Restorative Justice adalah peradilan 

yang menekankan pada perbaikan 

atas kerugian yang disebabkan atau 

terkait dengan tindak pidana. 

Restorative Justice dilakukan melalui 

proses kooperatif yang melibatkan 

semua pihak (stake holders). Patut 

dikemukakan beberapa pengertian 

Restorative Justice berikut ini :
4
 

a. Restorative justice is a 

theory of justice that 

emphasizes repairing the 

harm caused or revealed 

by criminal behaviour. It 

is best accomplished 

through cooperative 

processes that include all 

stakeholders. (Keadilan 

                                                           
3
 Kuat Puji Prayitno, Aplikasi 

Konsep Restorative Justice dalam Peradilan 

Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 

2012), hal. 2. 
4
 Prof. M. Taufik Makarao , S.H., 

M.H., Pengkajian Hukum Tentang 

Penerapan Restorative Justice Dalam 

Penyelesaian Tindak Pidana Yang 

Dilakukan Oleh Anak-Anak, Badan 

Pembinaan Hukum Nasional Kementerian 

Hukum Dan Ham RI, 2013, Hal. 27 
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restoratif adalah teori 

keadilan yang 

menekankan perbaikan 

kerusakan yang 

disebabkan oleh perilaku 

kriminal. Yang paling 

baik hal ini dilakukan 

melalui proses kerjasama 

yang mencakup semua 

pihak yang 

berkepentingan); 

b. Restorative justice is a 

valued-based approach 

to responding to 

wrongdoing and conflict, 

with a balanced focus on 

the person harmed, the 

person causing the harm, 

and the affected 

community. (Keadilan 

restoratif adalah nilai / 

prinsip pendekatan 

terhadap kejahatan dan 

konflik, dengan fokus 

keseimbangan pada 

orang yang dirugikan, 

penyebab kerugian, dan 

masyarakat yang terkena 

dampak); 

c. Howard Zehr: Viewed 

through a restorative 

justice lens, “crime is a 

violation of people and 

relationships. It creates 

obligations to make 

things right. Justice 

involves the victim, the 

offender, and the 

community in a search 

for solutions which 

promote repair, 

reconciliation, and 

reassurance. (Dilihat 

melalui lensa keadilan 

restoratif, kejahatan 

adalah pelanggaran 

terhadap hubungan 

kemasyarakatan. 

Kejahatan menciptakan 

kewajiban untuk 

memperbaikinya. 

Keadilan melibatkan 

korban, pelaku, dan 

masyarakat dalam 

mencari solusi yang 

menawarkan perbaikan, 

rekonsiliasi, dan 

jaminan). 

d. Burt Galaway dan Joe 

Hudson: A definition of 

restorative justice 

includes the following 
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fundamental elements 

:”first, crime is viewed 

primarily as a conflict 

between individuals that 

result in injuries to 

victims, communities, 

and the offenders 

themselves; second, the 

aim of the criminal 

justice process should be 

to create peace in 

communities by 

reconciling the parties 

and repairing the injuries 

caused by the dispute; 

third, the criminal justice 

should facilitate active 

participation by the 

victim, offenders, and 

their communities in 

order to find solutions to 

the conflict. (Definisi 

keadilan restoratif 

meliputi beberapa unsur 

pokok : Pertama, 

kejahatan dipandang 

sebagai suatu konflik 

antara individu yang 

dapat mengakibatkan 

kerugian pada korban, 

masyarakat, maupun 

pelaku sendiri; kedua, 

tujuan dari proses 

peradilan pidana harus 

menciptakan perdamaian 

dalam masyarakat, 

dengan jalan perujukan 

semua pihak dan 

mengganti kerugian yang 

disebabkan oleh 

perselisihan tersebut; 

ketiga, proses peradilan 

pidana memudahkan 

peranan korban, pelaku, 

dan masyarakat untuk 

menemukan solusi dari 

konflik itu). 

e. Kevin I. Minor dan J.T. 

Morrison: Restorative 

Justice may be defined as 

a response to criminal 

behavior that seeks to 

restore the loses suffered 

by crime victims and 

facilitate peace and 

tranquility among 

opposing parties. 

(Keadilan restoratif dapat 

digambarkan sebagai 

suatu tanggapan kepada 

perilaku kejahatan untuk 

memulihkan kerugian 
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yang diderita oleh para 

korban kejahatan untuk 

memudahkan perdamaian 

antara pihak-pihak saling 

bertentangan). 

f. Tony Marshall: 

Restorative justice is a 

process whereby all the 

parties with a stake in a 

particular offense come 

together to resolve 

collectively how to deal 

with the offermath of the 

offense and its 

implications for the 

future. (Keadilan 

restoratif adalah proses 

dimana semua pihak 

yang terlibat dalam suatu 

pelanggaran tertentu 

datang bersama-sama 

untuk menyelesaikan 

secara kolektif 

bagaimana menghadapi 

akibat dari pelanggaran 

dan implikasinya untuk 

masa depan). 

g. B.E. Morrison: 

Restorative justice is a 

from of conflict 

resolution and seeks to 

make it clear to the 

offender that the 

behavior is not 

condoned, at the same 

time as being supportive 

and respectful of the 

individual. (Keadilan 

restoratif merupakan 

bentuk penyelesaian 

konflik dan berusaha 

untuk menjelaskan 

kepada pelaku bahwa 

perilaku tersebut tidak 

dapat dibenarkan, 

kemudian pada saat yang 

sama juga sebagai 

langkah untuk 

mendukung dan 

menghormati individu). 

h. Muladi: Keadilan 

restoratif merupakan 

suatu pendekatan 

terhadap keadilan atas 

dasar falsafah dan nilai-

nilai tanggungjawab, 

keterbukaan, 

kepercayaan, harapan, 

penyembuhan, dan 

“inclusivenes” dan 

berdampak terhadap 

pengambilan keputusan 
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kebijakan sistem 

peradilan pidana dan 

praktisi hukum di seluruh 

dunia dan menjanjikan 

hal positif ke depan 

berupa sistem keadilan 

untuk mengatasi konflik 

akibat kejahatan dan 

hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan 

serta keadilan restoratif 

dapat terlaksana apabila 

fokus perhatian 

diarahkan pada kerugian 

akibat tindak pidana, 

keprihatinan yang sama 

dan komitmen untuk 

melibatkan pelaku dan 

korban, mendorong 

pelaku untuk 

bertanggungjawab, 

kesempatan untuk dialog 

antara pelaku dan korban, 

melibatkan masyarakat 

terdampak kejahatan 

dalam proses retroaktif, 

mendorong kerjasama 

dan reintegrasi. 

i. Bagir Manan: Secara 

umum pengertian 

restorative justice adalah 

penataan kembali sistem 

pemidanaan yang lebih 

adil, baik bagi pelaku, 

korban, maupun 

masyarakat. 

Di dalam proses restorative 

justice terkait erat dengan penerapan 

Empowerment, yang terdapat 

beberapa pengertian, diantaranya 

adalah:
5
 

a. Barton: “the action of 

meeting, discussing and 

resolving criminal justice 

matters in order to meet 

material and emotional 

needs. To him, 

empowerment is the 

power for poeple to 

choose between the 

different alternatives that 

available to resolve one’s 

own matter. The option 

to make such decisions 

should be present during 

the whole process”  

                                                           
5
 Ivo Aertsen dkk, Restorative 

Justice and The Active Victim :Exploring the 

Concept of Empowerment (TEMIDA 

Journal, Maret 2011, str 5-9, ISSN : 1450-

6637 DOI 10.2298/TEM 1101005A 

Pregledni Rad), hal. 8-7. 
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(Pemberdayaan sebagai 

tindakan untuk 

melakukan pertemuan, 

membahas dan 

menyelesaikan masalah 

peradilan pidana dalam 

rangka memenuhi 

kebutuhan materi dan 

emosi. Pemberdayaan 

adalah kekuatan bagi 

orang untuk memilih 

antara berbagai alternatif 

yang tersedia untuk 

menyelesaikan 

masalahnya sendiri, dan 

keputusan untuk memilih 

itu tersedia dalam proses 

Restorative Justice). 

b. Van Ness and Strong: 

The genuine opportuinity 

to participate in and 

effectively influence the 

response of the offence. 

(Pemberdayaan adalah 

kesempatan yang 

sesungguhnya / sejati 

untuk berpartisipasi dan 

secara efektif memberi 

pengaruh dalam 

menghadapi kejahatan).  

c. To Zehr: Being 

empowered means for 

victims to be heard and 

to have the power to play 

a role in the whole 

process. It also means 

that victim have the 

opportunity to define 

their own needs and how 

and when those needs 

should be met. 

(Diberdayakan berarti 

korban didengar dan 

memiliki kekuatan untuk 

berperan dalam seluruh 

proses. Ini juga berarti 

bahwa korban memiliki 

kesempatan untuk 

mendefinisikan 

kebutuhan mereka sendiri 

dan bagaimana serta 

kapan kebutuhan tersebut 

harus dipenuhi). 

d. Larson and Zehr: Explain 

empowerment as the 

power to participle in the 

case but also as the 

capacity to identify 

needed resources, to 

make decision on aspects 

relating to one’s case 
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and to follow through on 

those decision. 

(Pemberdayaan sebagai 

kekuatan untuk 

berpartisipasi dalam 

kasus tersebut tetapi juga 

sebagai kemampuan 

untuk mengidentifikasi 

sumber daya yang 

dibutuhkan, untuk 

mengambil keputusan 

pada aspek yang 

berkaitan dengan kasus 

seseorang dan untuk 

menindak lanjuti 

keputusan tersebut). 

e. Toews and Zehr: 

Describe victim 

empowerment as a 

possibility to be heard, to 

tell one’s story and to 

ariculate one’s needs. 

(Pemberdayaan 

digambarkan sebagai 

kemungkinan korban 

untuk didengar, untuk 

menceritakan kisahnya 

dan mengemukakan 

kebutuhannya). 

f. Bush and Folger: Define 

empowerment as an 

experience of awareness 

of the own self-worth and 

the ability to deal with 

difficulties. 

(Pemberdayaan diartikan 

sebagai kesadaran 

terhadap pengalaman 

dirinya sendiri dan 

kemampuan untuk 

mengatasi kesulitan). 

Ada tiga prinsip dasar untuk 

membentuk Restorative Justice 

yaitu: The three principles that are 

involved in restorative justice 

include: there be a restoration to 

those who have been injured, the 

offender has an opportunity to be 

involved in the restoration if they 

desire and the court system’s role is 

to preserve the public order and the 

community’s role is to preserve a just 

peace.
6 Berdasarkan statement di 

atas, tiga prinsip dasar Restorative 

Justice adalah :
7
 

a. Terjadi pemulihan 

kepada mereka yang 

                                                           
      

6
 From Wikipedia, the free 

encyclopedia/http:/en.wikipedia.org/wiki/Re

storative_justice. 

      
7
 Prof. M. Taufik Makarao , S.H., M.H., 

Op.Cit. Hal. 5. 
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menderita kerugian 

akibat kejahatan; 

b. Pelaku memiliki 

kesempatan untuk terlibat 

dalam pemulihan 

keadaan (restorasi); 

c. Pengadilan berperan 

untuk menjaga ketertiban 

umum dan masyarakat 

berperan untuk 

melestarikan perdamaian 

yang adil. 

Jaksa merupakan aparatur 

negara yang bertugas untuk menuntut 

terdakwa. Mayoritas publik 

beranggapan bahwa tugasnya sama 

seperti penuntut umum, padahal 

keduanya memiliki perbedaan tugas. 

Tugas dan wewenang jaksa diatur 

dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia pasal 30. Keberadaan 

undang-undang tersebut menjadi 

pembeda tugas dan kewenangan 

antara jaksa agung dan penuntut 

umum. Pada Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana dicantumkan 

bahwa seorang jaksa berwenang 

untuk tidak melanjutkan tuntutan 

untuk kepentingan hukum jika 

perkara yang dipersidangkan sudah 

kadaluarsa, bukti-bukti yang 

diajukan tidak memadai, dan 

tersangka meninggal dunia (nebis in 

idem). Seperti yang diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia pasal 

35 ayat 1 huruf c 6. Sedangkan 

penuntut umum tidak mempunyai 

kewenangan untuk itu. 

Konsekuensinya wewenang tersebut 

tidaklah dimiliki oleh penuntut 

umum. Konsekuensi yang dapat 

terjadi adalah saat pelaku dan korban 

sepakat untuk damai pada tahap 

penuntutan, penuntut umum akan 

terus melanjutkan perkara hingga 

berkekuatan hukum yang tetap. 

Lahirnya Peraturan 

Kejaksaan Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2020 Tentang 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan 

Keadilan Restoratif yang 

memberikan kewenangan Jaksa 

untuk menghentikan penuntutan 

berdasarkan keadilan restoratif 

menjadi terobosan dalam 

penyelesaian tindak pidana. Keadilan 

restoratif (restorative justice) 

merupakan pendekatan dalam 
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penyelesaian tindak pidana yang saat 

ini kembali banyak disuarakan di 

berbagai negara. Melalui pendekatan 

keadilan restoratif, korban dan 

pelaku tindak pidana diharapkan 

dapat mencapai perdamaian dengan 

mengedepankan win-win solution, 

dan menitik beratkan agar kerugian 

korban tergantikan dan pihak korban 

memaafkan pelaku tindak pidana. 

Bahwa penyelesaian perkara 

tindak pidana yang dilakukan oleh 

kejaksaan dengan mengedepankan 

keadilan restoratif yang menekankan 

pemulihan kembali pada keadaan 

semula dan keseimbangan 

perlindungan dan kepentingan 

korban dan pelaku tindak pidana 

yang tidak berorientasi pada 

pembalasan merupakan suatu 

kebutuhan hukum masyarakat dan 

sebuah mekanisme yang harus 

dibangun dalam pelaksanaan 

kewenangan penuntutan dan 

pembaharuan sistem peradilan 

pidana. Penghentian penuntutan 

berdasarkan keadilan restoratif 

dilaksanakan dengan berasaskan 

keadilan, kepentingan umum, 

proporsionalitas, pidana sebagai jalan 

terakhir; dan cepat, sederhana, dan 

biaya ringan. Jaksa penuntut umum 

berwenang menutup perkara demi 

kepentingan hukum. Penutupan 

perkara demi kepentingan hukum 

dilakukan dalam hal terdakwa 

meninggal dunia, kedaluwarsa 

penuntutan pidana, telah ada putusan 

pengadilan yang memperoleh 

kekuatan hukum tetap terhadap 

seseorang atas perkara yang sama 

(nebis in idem), pengaduan untuk 

tindak pidana aduan dicabut atau 

ditarik kembali atau telah ada 

penyelesaian perkara di luar 

pengadilan (afdoening buiten 

process). 

Penye1esaian perkara di luar 

pengadilan dapat dilakukan dengan 

ketentuan untuk tindak pidana 

tertentu, maksimum pidana denda 

dibayar dengan sukarela sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan atau telah ada 

pemulihan kembali keadaan semula 

dengan menggunakan pendekatan 

Keadilan Restoratif. Penyelesaian 

perkara di luar pengadilan dengan 

menggunakan pendekatan keadilan 

restoratif menghentikan penuntutan. 

Penghentian penuntutan berdasarkan 

keadilan restoratif dilakukan oleh 
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penuntut umum secara bertanggung 

jawab dan diajukan secara berjenjang 

kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. 

Penghentian penuntutan 

berdasarkan keadilan restoratif 

dilakukan dengan memperhatikan 

kepentingan korban dan kepentingan 

hukum lain yang dilindungi, 

penghindaran stigma negatif, 

penghindaran pembalasan, respon 

dan keharmonisan masyarakat dan 

kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban 

umum. Perkara tindak pidana dapat 

ditutup demi hukum dan dihentikan 

penuntutannya berdasarkan keadilan 

restoratif dalam hal terpenuhi syarat 

tersangka baru pertama kali 

melakukan tindak pidana, tindak 

pidana hanya diancam dengan pidana 

denda atau diancam dengan pidana 

penjara tidak lebih dari 5 (lima) 

tahun dan tindak pidana dilakukan 

dengan nilai barang bukti atau nilai 

kerugian yang ditimbulkan akibat 

dari tindak pidana tidak lebih dari 

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus 

ribu rupiah). Keadilan restoratif tidak 

berlaku Untuk tindak pidana yang 

dilakukan terhadap orang, tubuh, 

nyawa, dan kemerdekaan orang. 

Penghentian penuntutan 

berdasarkan Keadilan Restoratif 

dilakukan dengan memenuhi syarat 

sesuai pasal 5 angka (6) Peraturan 

Kejaksaan Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2020 Tentang 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan 

Keadilan Restoratif yaitu : 

a. telah ada pemulihan kembali 

pada keadaan semula yang 

dilakukan oleh Tersangka 

dengan cara: 

1. mengembalikan barang 

yang diperoleh dari tindak 

pidana kepada korban; 

2. mengganti kerugian korban; 

3. mengganti biaya yang 

ditimbulkan dari akibat 

tindak pidana; dan/atau 

4. memperbaiki kerusakan 

yang ditimbulkan dari 

akibat tindak pidana;  

b. telah ada kesepakatan 

perdamaian antara Korban dan 

Tersangka; dan 

c. masyarakat merespon positif.  

Penghentian penuntutan berdasarkan 

Keadilan Restoratif dikecualikan 

untuk perkara tinda pidana terhadap 

keamanan negara, martabat Presiden 
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dan Wakil Presiden, negara sahabat, 

kepala negara sahabat serta 

wakilnya, ketertiban umum, dan 

kesusilaan, tindak pidana yang 

diancam dengan ancaman pidana 

minimal, tindak pidana narkotika, 

tindak pidana lingkungan hidup dan 

tindak pidana yang dilakukan oleh 

korporasi. Pemenuhan syarat 

penghentian penuntutan berdasarkan 

keadilan restoratif digunakan sebagai 

pertimbangan penuntut umum untuk 

menentukan dapat atau tidaknya 

berkas perkara dilimpahkan ke 

pengadilan. 

 Upaya Perdamaian dilakukan 

oleh penuntut umum untuk 

menawarkan upaya perdamaian 

kepada korban dan tersangka. Upaya 

perdamaian dilakukan tanpa tekanan, 

paksaan, dan intimidasi. Upaya 

perdamaian sebagaimana dilakukan 

pada tahap penuntutan, yaitu pada 

saat penyerahan tanggung jawab atas 

tersangka dan barang bukti atau pada 

saat tahap dua. Dalam proses 

perdamaian penuntut umum berperan 

sebagai fasilitator.  

Proses perdamaian 

dilaksanakan di kantor Kejaksaan 

kecuali terdapat kondisi atau keadaan 

yang tidak memungkinkan karena 

alasan keamanan, kesehatan, atau 

kondisi geografis, proses perdamaian 

dapat dilaksanakan di kantor 

pemerintah atau tempat lain yang 

disepakati dengan surat perintah dari 

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri 

atau Kepala Kejaksaan Negeri. 

Proses perdamaian dan pemenuhan 

kewajiban dilaksanakan dalam waktu 

paling lama 14 (empat belas) hari 

sejak penyerahan tanggung jawab 

atas tersangka dan barang bukti 

(tahap dua). 

Dalam hal proses perdamaian 

tercapai, korban dan tersangka 

membuat kesepakatan perdamaian 

secara tertulis di hadapan penuntut 

umum. Kesepakatan perdamaian 

berupa sepakat berdamai disertai 

pemenuhan kewajiban tertentu atau 

sepakat berdamai tanpa disertai 

pemenuhan kewajiban tertentu. 

Dalam hal upaya perdamaian ditolak 

oleh korban atau tersangka maka 

penuntut umum: 

a. menuangkan tidak 

tercapainya upaya 

perdamaian dalam berita 

acara;  



 

205 

Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 6 No. 2, September 2021 Penghentian Penuntutan ..... (Pratomo Beritno) 190-206 

p-ISSN 2502-9541 

e-ISSN 2685-9386 

b. membuat nota pendapat 

bahwa perkara dilimpahkan 

ke pengadilan dengan 

menyebutkan alasannya; dan  

c. melimpahkan berkas perkara 

ke pengadilan.  

Dalam hal kesepakatan perdamaian 

tidak berhasil karena permintaan 

pemenuhan kewajiban yang tidak 

proporsional, ancaman atau 

intimidasi, sentimen, perlakuan 

diskriminatif atau pelecehan 

berdasarkan kesukuan, agama, ras, 

kebangsaan, atau golongan tertentu 

terhadap Tersangka yang beritikad 

baik dapat dijadikan pertimbangan 

penuntut umum dalam melakukan 

penuntutan.  

Dari uraian di atas nampak 

bahwa keadilan restoratif sangat 

peduli terhadap pembangunan 

kembali hubungan setelah terjadinya 

tindak pidana, daripada 

memperparah keretakan antara 

pelaku, korban dan masyarakat yang 

merupakan karakter sistem peradilan 

pidana modern saat ini. Keadilan 

restoratif merupakan reaksi yang 

bersifat “victim-centered”, terhadap 

kejahatan yang memungkinkan 

korban, pelaku, keluarga dan wakil-

wakil mayarakat untuk 

memperhatikan kerugian akibat 

terjadinya tindak pidana. Pusat 

perhatian diarahkan kepada reparasi, 

restorasi atas kerusakan, kerugian 

yang diderita akibat kejahatan dan 

memprakarsai serta memfasilitasi 

perdamaian. Hal ini untuk 

menggantikan dan menjauhi 

keputusan terhadap yang menang 

atau kalah melalui system adversarial 

(permusuhan). Keadilan restoratif 

berusaha memfasilitasi dialog antara 

berbagai pihak yang terlibat atau 

dipengaruhi akibat kejahatan, 

termasuk korban, pelaku, keluarga 

dan masyarakat secara keseluruhan. 
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